
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 1995

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Bapepam

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atau terlibat

dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur

mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Pasar Modal dengan

Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3608);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA

PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL.
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BAB I…

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapepam

yang diangkat oleh Ketua Bapepam sebagai pemeriksa untuk

melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari,

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain

yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau

tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di

bidang Pasar Modal.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

(1) Tujuan pemeriksaan adalah membuktikan ada atau tidak adanya

pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

dilakukan dalam hal:
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a. adanya...

a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari Pihak

tentang adanya pelanggaran atas peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh

Pihak-pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau

pendaftaran dari Bapepam atau Pihak lain yang dipersyaratkan

untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau

c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB III

NORMA PEMERIKSAAN

Pasal 3

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan

yang menyangkut Pemeriksa, pelaksanaan pemeriksaan, dan Pihak

yang diperiksa.

Pasal 4

Norma pemeriksaan yang menyangkut Pemeriksa adalah sebagai

berikut :

a. Pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa serta

dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dari Ketua

Bapepam pada waktu melakukan pemeriksaan;
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b. Pemeriksa…

b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan

dilakukan pemeriksaan kepada Pihak yang diperiksa;

c. Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat

Perintah Pemeriksaan kepada Pihak yang diperiksa;

d. Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada

Pihak yang akan diperiksa;

e. Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan; dan

f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada Pihak lain yang

tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau yang

diberitahukan kepadanya oleh Pihak yang diperiksa dalam rangka

pemeriksaan.

Pasal 5

Norma pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan

adalah sebagai berikut:

a. pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang

Pemeriksa;

b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di

pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat

lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;

c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat

dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika dipandang perlu;

d. Hasil pemeriksaan diwujudkan dalam laporan pemeriksaan; dan

e. Hasil pemeriksaan yang disetujui Pihak yang diperiksa, dibuatkan

surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh
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yang bersangkutan.

Pasal 6…

Pasal 6

Norma pemeriksaan yang menyangkut Pihak yang diperiksa adalah

sebagai berikut:

a. Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa untuk

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal

Pemeriksa;

b. Pihak yang diperiksa berhak meminta kepada Pemeriksa untuk

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;

dan

c. Pihak yang diperiksa menandatangani surat pernyataan

persetujuan tentang hasil pemeriksaan.

Pasal 7

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pihak yang diperiksa di dasarkan

pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum

pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan, dan pedoman

laporan pemeriksaan.

Pasal 8

Pedoman umum pemeriksaan mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah mendapat

pendidikan teknis yang cukup dan dapat menggunakan

keahliannya secara cermat dan seksama serta memiliki


